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ABSTRAK 
Desa merupakan pusat dari kegiatan perekonomian bangsa. Oleh sebab itu, 
pembangunan dimulai dari tahap bawah yaitu desa. Pemerintah saat ini mulai 
mengedepankan pembangunan desa dengan memberikan dana desa yang cukup 
besar guna untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sudah 
masuk dalam UU yang khusus mengatur pembangunan desa. Desa memiliki 
potensi yang sangat baik untuk kesejahteraan bangsa, sehingga hal tersebut perlu 
demobilisasi agar potensi yang dimiliki dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh 
masyarakat. Hadirnya BUMDES merupakan implementasi UU No. 6 Tahun 2014 
tentang desa dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui potensi 
desa yang dibentuk langsung sesuai inisiatif pemerintah pekon dan masyarakat. 
Kondisi yang demikian mendorong peneliti untuk merumuskan permasalahan 
yaitu: bagaimana kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUM-Pekon Mandiri 
Bersatu) dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat menurut 
persepektif ekonomi Islam? Adapun yang menjadi tujuan peneliti yaitu: untuk 
mengetahui dan menganalisis bagaimana kontribusi BUMDES mandiri bersatu 
terhadap kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam (Studi pada 
Badan Usaha Milik Desa (BUM-Pekon) Mandiri bersatu pekon Gisting Bawah  
kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus). Jenis penelitian ini adalah penelitian 
lapangan (Field Research), yang bertempat di pekon Gisting Bawah  kecamatan 
Gisting Kabupaten Tanggamus, penelitian ini bersifat deskriptif. Adapun populasi 
dalam penelitian ini berjumlah 26 orang. Sedangkan sample dalam penelitian ini 
diambil 26 orang  dengan rician sampel diambil dari pengurus BUMDES 10 
orang, aparat pekon 2 orang dan masyarakat pekon Gisting Bawah diambil 14 
orang. dengan metode pengambilan sample yaitu Random Sampling. Adapun 
metode pengumpulan data yang digunakan peneliti terdiri dari metode observasi, 
metode interview, dan metode dokumentasi. Sedangkan teknik mengolah data 
melalui 2 tahapan yakni, pemeriksaan data dan sistematik data. Teknik analisi 
data menggunakan redukasi data, penyajia data dan teknik verifikasi 
(kesimpulan). Adapun hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa BUM-
Pekon Mandiri Bersatu di pekon Gisting Bawah sudah cukup berperan dan 
berkontrbusi bagi masyarakat hanya saja belum dapat dikatakan maksimal, yakni 
masih adanya ketimpangan kesejahteraan antar masyarakat di pekon Gisting 
Bawah. Hal itu dikarenakan masih banyaknya kendala yaitu seperti kurangnya 
modal, minimnya pengetahuan masyarakat akan BUMDES, masih minimnya 
partisipasi masyarakat dalam memajukan unit-unit usaha yang ada dan kurang 
maksimalnya kinerja pengurus seperti mengadakan sosialisasi dan penyuluhan 
tentang BUM-Pekon Mandiri Bersatu itu sendiri. Sedangkan dalam pandangan 
Islam, masyarakat pekon Gisting Bawah dapat dikatakan sejahtera karena telah 
memenuhi kebutuhan Al-Dharuriyyah (primer), Al-Hajjiyyah (sekunder) dan Al-
Thsaniyyah (pelengkap). 
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MOTTO 
                                
        
Yang demikian itu karena Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah sesuatu 
nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu 
meubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. dan Sesungguhnya Allah 
Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
1
 
Q.S Al-Anfal (8) : 53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1
 Departemen Agama RI AI-Qur’an da Terjemahnysa, Bandung: CV Diponegoro, 2010), 
h. 184. 
vi 
 
 
 
PERSEMBAHAN 
Alhamdulillah segala puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah SWT karena 
dengan rahmad dan karunia-NYA hari ini saya dapar menyelesaikan tugas akhir 
yang juga amanah dari kedua orang tua dalam mengemban pendidikan.  
1. Kedua orang tuaku tersayang, ALM. Bapak Mazeni dan Ibu Mulyana yang 
memberikan dukungan serta motivasi dengan nasehat-nasehat yang luar 
biasa, dan selalu mendoakanku agar terus berada di dalam jalan-Nya, 
semoga selalu berada dalam lindungan Allah SWT dan mendapatkan 
keberkahan dan keridhoan di dalam setiap langkahnya. 
2. Saudara-saudari ku Susanti Diana, Idiyanto S.Sos, Dian Safitr S. Pdi, Indra 
Dodi Gunawan. Latifatun Hanifan dan Gibran Noval Alhusayn. yang 
memberikan dukungan dan doa kepadaku dalam penulisan skripsi ini. 
3. Almamaterku tercinta tempatku menimbah Ilmu yakni UIN Raden Intan 
Lampung 
 
 
 
 
 
 
 
 
vii 
 
 
 
RIWAYAT HIDUP 
Nama lengkap DESMA SUSILAWATI, Nama panggilan Desma, lahir pada 
tanggal 6 Juli 1995. anak ketiga  dari empat (4) bersaudara dari pasangan Bapak 
Mazini dan Ibu Mulyana. Beralamat di Pekon Kejadian Lom, Kecamatan Cukuh 
Balak, Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. 
Riwayat pendidikan penulis: 
1. SD Negeri 1 Kejadian Lom lulus pada tahun 2009 
2. MTS Madrasah Tsanawiyah lulus pada tahun 2012 
3. SMA IT Al- Mujtama Al- Islami Jati Agung lulus pada tahun 2015 
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, pada Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Islam prodi Ekonomi Syariah. 
 
 
 
 
 
Bandar lampung, 28 Oktober 2019 
Yang membuat, 
 
 
 
 
 
 
DESMA SUSILAWATI 
NPM. 1551010162 
 
 
viii 
 
 
 
KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa Ilmu pegetahuan, kesehatan dan 
petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “ANALISIS KONTRIBUSI BADAN 
USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN 
KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT MENURUT 
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM” (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDES) Mandiri Bersatu Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting 
Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung). dapat terselesaikan shalawat serta 
salam kita sanjung agungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. 
Ucapan terima kasih kepada pihak lain yang mendukung penulisan skripsi ini 
diantaranya kepada: 
1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap 
terhadap masalah-masalah akademik mahasiswa. 
2. Bapak Madnasir, S.E.,M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang membimbing 
kami selama masa studi hingga pada akhirnya kami dapat menyelesaikan studi 
S1 di Jurusan Ekonomi Islam dengan baik dan lancar. 
3. Bapak Hanif, S.E.,M.M. dan Ibu Hj. Mardiyah Hayati, S.P.,M.S.I. selaku 
Pembimbing I dan II yang senantiasa memberikan kritik, saran motivasi dan 
arahan hingga dapat terselesaikannya Skripsi ini. 
4. Pimpinan dan karyawan  perpustakaan serta seluruh civitas akademika 
Fakultas. 
5. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah 
memberikan Ilmu pengetahuannya kepada kami. 
6. Kepada seluruh keluarga besar Ekonomi Islam kls A 2015 yang tidak bisa 
saya sebutkan satu persatu, semoga tetap pada lindungan Allah SWT. 
ix 
 
 
 
 
DAFTAR ISI 
HALAMAN JUDUL  ................................................................................... i 
ABSTRAK  ................................................................................................... ii 
SURAT PERNYATAAN  ............................................................................ iii 
PERSETUJUAN PEMBIMBING  ............................................................. iv 
PENGESAHAN  ........................................................................................... v 
MOTTO  ....................................................................................................... vi 
PERSEMBAHAN  ....................................................................................... vii 
RIWAYAT HIDUP  ..................................................................................... viii 
KATA PENGANTAR  ................................................................................. ix 
DAFTAR ISI  ................................................................................................ xi 
DAFTAR TABEL  ....................................................................................... xiv 
DAFTAR LAMPIRAN  ............................................................................... xv 
BAB I PENDAHULUAN  
A. Penegasan Judul  ............................................................................... 1 
B. Alasan Memilih Judul  ...................................................................... 3 
C. Latar Belakang Masalah ................................................................... 4 
D. Rumusan Masalah  ............................................................................ 10 
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian  ........................................................ 11 
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan  ................................................. 12 
G. Kerangka Berpikir  ............................................................................ 15 
H. Metodologi Penelitian  ...................................................................... 16 
x 
 
 
 
 
BAB II KAJIAN TEORI 
A. Otonomi Desa  .................................................................................. 23 
B. Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat  ....................... 26 
1. Pembangunan Desa  .................................................................... 26 
a. Pembangunan Desa dalam aspek Fisik  ................................ 27 
b. Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insane ............... 27 
2. Pemberdayaan Masyarakat  ........................................................ 28 
C. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)  ............................................. 30 
1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa  ......................................... 30 
2. Pendirian Badan Usaha Milik Desa  ........................................... 31 
3. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa  ....................................... 32 
4. Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa  ............................ 33 
5. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)  ................ 36 
6. Keuangan BUMDES  .................................................................. 36 
7. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDES  ............................................. 37 
D. Kesejahteraan Menurut Ekonomi Islam  ........................................... 38 
1. Pengertian dan Hukum Kesejahteraan  ....................................... 38 
2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat  .......................................... 40 
E. Kesejahteraan Masyarakat Secara Umum ........................................ 43 
1. Pengertian dan Dasar Hukum Kesejahteraan Masyartakat  ........ 43 
2. Indikator kesejahteraan  .............................................................. 45 
3. Konsep kesejahteraan dalam Islam  ............................................ 49 
4. Kesejahteraan Menurut Al-Qur’an ............................................. 50 
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 
A. Gambaran Umum Lokasi penelitian  ................................................ 55 
1. Sejarah Singkat Pekon Gisting Bawah  ...................................... 56 
2. Kondisi Wilayah  ........................................................................ 57 
3. Keadaan Penduduk  ..................................................................... 58 
xi 
 
 
 
4. Keadaan Sosial Ekonomi  ........................................................... 59 
5. Kondisi Sosial Budaya  ............................................................... 60 
B. Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pekon 
Gisting Bawah  .................................................................................. 62 
1. Organisasi  .................................................................................. 62 
2. Dasar Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDES) Mandiri Bersatu  ..................................................... 62 
3. Fungsi Badan Usaha Milik Desa Mandiri Bersatu ..................... 64 
4. Tujuan Pembentukan BUM-Pekon Gisting Bawah .................... 64 
5. Visi dan Misi BUMDES  ............................................................ 65 
6. Struktur Kepengurusan BUM-Pekon Gisting Bawah ................. 66 
C. Unit kegiatan usaha BUMDEs Pekon Gisting Bawah ...................... 67 
D. Kontribusi Badan Usaha Milik Pekon (BUM-Pekon) Mandiri 
Bersatu dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyartakat  .............. 69 
BAB IV ANALISIS PENELITIAN  
A. Kontribusi Badan Usaha Milik Pekon (BUM-Pekon) Mandiri Bersatu 
Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat  .......................... 72 
1. Klasifikasi Jenis Unit Usaha BUMDES  ................................... 74 
2. Indikator tingkat kesejahteraan masyarakat  .............................. 79  
B. Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan 
Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam  ............................ 93 
BAB V PENUTUP 
A. Kesimpulan .................................................................................... 100 
B. saran ............................................................................................... 101 
DAFTAR PUSTAKA 
DAFTAR LAMPIRAN  
xii 
 
 
 
DAFTAR TABEL 
Tabel tingkat kesejahteraan masyarakat pekon Gisting Bawah  .................... 9 
Tabel Sejarah Kepemimpinan Kepala Pekon Gisting Bawa dari  ............... 56 
Tabel Struktur Pemerintahan Pekon Gisting Bawah  .................................. 67 
Tabel Jarak Orbitrasi Pekon Gisting Bawah  ............................................... 57 
Tabel Jumlah Penduduk Pekon Gisting Bawah  .......................................... 58 
Tabel Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan  ............................... 58 
Tabel Lembaga Pendidikan  ......................................................................... 59 
Tabel Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian  ..................................... 60 
Tabel Rata-rata pendapatan penduduk  ........................................................ 60 
Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama  ............................................ 61 
Tabel Sarana Peribadatan Di Pekon Gisting Bawah  ................................... 62 
Tabel Struktur Kepengurusan BUM-Pekon Gisting Bawah  ....................... 67 
Hasil wawancara  ......................................................................................... 72 
 
 
 
 
 
 
 
xiii 
 
 
 
 
  
xiv 
 
 
 
DAFTAR LAMPIRAN 
 
1. Surat permohonan izin pra riset 
2. Surat balasan izin pra riset 
3. Surat permohonan izin riset 
4. Surat balasan izin riset 
5. Pedoman wawancara 
6. Dokumentasi Penelitian 
7. Daftar Nana Informasi  Penelitian 
8. Surat konsultasi Pembimbing Akademik 
9. Surat pernyataan plagiattisme 
10. Berita acara seminar proposal 
11. Berita acara munaqosah 
 
1 
 
 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Penegasan Judul 
Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan 
memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian dan 
makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi yang dibuat. 
Dan suatu proses penekanan terhadap pokok atau substansi dari 
permasalahan yang akan dibahasan secara dominan. Adapun judul skripsi 
ini adalah “Analisis Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) 
Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Menurut 
Perspektif Ekonomi Islam (studi kasus pada Badan Usaha Milik Desa 
Mandiri Bersatu Pekon Gisting bawah Kecamatan Gisting Kabupaten 
Tanggamus Provinsi Lampung)”. Untuk itu perlu adanya pengertian dari 
istilah-istilah yang ada didalam judul tersebut sebagai berikut : 
1. Analisis dalam istilah penelitian adalah proses untuk mengetahui dan 
memahami fenomena suatu objek dengan memanfaatkan informasi 
yang tersedia.
1
 
2. Kontribusi merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh 
individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun 
negatif terhadap pihak lain.
2
 
                                                                   
1
 Ridwansyah, Pendidikan Dasar Perbankan Syariah, (Kumpulan Diklat Pembiayaan, 
Lampung, 2009), h.3 
2
 Surwo Budiarto, Studi Tentang pemungutan Retrebusi Parkir dan Kontribusinya 
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Samarang, Jurnal Ilmu Pemerintah, Vol. 2 No. 4, 2016. 
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3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Undang-undang Nomor 32 
tahun 2004 mengamanatkan pemerintah untuk menerapkan otonomi 
daerah dengan menganut atas desentralisasi. Dalam upaya 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah Indonesia 
membentuk suatu badan usaha milik desa yang bertujuan untuk 
pemberdayaan dan pembangunan desa. Pembentukan BUMDES 
merupakan cara untuk memanfaatkan Undang-Undang yang 
memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan 
inovasi dalam pembangunan desa terutama meningkatkan 
perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa.
3
 
4. Kesejahteraan Ekonomi kesejahteraan berasal dari kata sejahtera 
yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat atau dapat diartikan 
sebagai kata atau ungkapan  yang menunjuk kepada keadaan yang baik 
atau suatu kondisi dimana  orang-orang yang terlibat di dalamnya 
berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur.
4
 Ekonomi adalah 
Ilmu mengenai azas-azas produksi dan pemakaian barang-barang serta 
kekayaan.
5
 
5. Perspektif Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha 
manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk 
                                                                   
3
 Edy yusuf Agunggunanto dkk, pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan 
usaha milik desa (BUMDES),  vol 13 no 1,2016. 
4
Amirus Sidiq, Konsep Kesejahteraan Dalam Islam, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 3, No 
2, Desember 2015. 
5
P3EI (pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi islam), Ekonomi Islam, Universitas 
Islam Indonesia Yogyakarta (Jakarta: Rajawali pers, 2013), h.17. 
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mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-
Qur’an dan Hadis.6 
Berdasarkan penjelasan di atas, yang dimaksud skripsi ini adalah 
suatu penelitian untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana 
kontribusi Badan Usaha Milik Desa terhadap kesejahteraan masyarakat 
di pekon Gisting Bawah, yang berlokasi di BUM-Pekon Mandiri 
Bersatu yang ada di pekon Gisting Bawah. 
B. Alasan Memilih Judul 
Adapun alasan penulis memilih judul penelitian ini berdasarkan alasan 
objektif dan subjektif adalah sebagai berikut: 
1. Alasan objektif 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kontribusi Badan Usaha 
Milik Pekon Mandiri Bersatu Pekon Gisting Bawah, yang dimana 
masih terlihat adanya ketimpangan Kesejahteraan di pekon tersebut, 
dengan adanya antusias Masyarakat  Pekon Gisting Bawah untuk 
menggunakan BUMDES Mandiri Bersatu tersebut masih relatif 
rendah, maka dari itu penelitian ingin melihat bagaiman kontribusi 
Badan Usaha Milik Pekon Mandiri Bersatu Pekon Gisting Bawah 
dalam meningkatkan kesejahteraan Ekonomi Masyarakat menurut 
perspektif Ekonomi Islam di Pekon Gisting Bawah Kecamatan 
Gisting. 
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2. Alasan Subjektif 
a. Memberikan pengetahuan dan wawasan bagi penulis maupun 
pembaca dan pihak pemerintah Pekon Gisting Bawah sendiri 
tentang Kontribusi Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan 
kesejahteraan ekonomi masyarakat menurut perspektif ekonomi 
Islam di Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten 
Tanggamus Provinsi Lampung. 
b. Pokok bahasan yang ada didalam skripsi ini sesuai dengan 
kedisiplinan ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Islam. 
C. Latar Belakang Masalah 
Titik berat suatu pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi 
yang merupakan penggerak utama pembangunan itu sendri. Seperti yang 
kita ketahui 70 % dari keseluruhan penduduk di Indonesia hidup di daerah 
pedesaan, sehingga titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan.
7
 
Pembangunan sendiri merupakan usaha untuk mengurangi berbagai 
kesenjangan baik itu pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, maupun 
kesenjangan desa dan kota. Pembangunan pedesaan dapat juga dipandang 
sebagai suatu program pembangunan yang dilakukan secara berencana 
untuk meningkatkan produksi, pendapatan dan kesejahteraan dalam arti 
                                                                   
7
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peningkatan kualitas hidup dibidang pendidikan, kesehatan dan 
perumahan.
8
 
Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah sejak lama 
dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu 
belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan 
masyarakat sekitar. Oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatan 
baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakan roda 
perekonomian di pedesaan salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah 
dengan mendorong gerak ekonomi desa melalui kewirausahaan desa yang 
diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa yang dikembangkan oleh 
pemerintah maupun masyarakat desa.
9
 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan Lembaga yang 
bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan Sumberdaya ekonomi 
desa yang bertujuan untuk mengoptimalkan ekonomi Desa dengan 
menciptakan dan meningkatkan peluang usaha, lapangan kerja serta 
meningkatkan pendapatan desa sampai pada titik Kesejahteraan 
Masyarakat. Jika pengelolaan BUMDES optimal maka Desa akan menjadi 
Desa yang makmur secara ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan 
Masyarakat dan sebagai salah satu mitra Pemerintah Desa untuk 
mewujudkan rencana pembangunan dan perekonomian dengan tuntutan 
mampu menyediakan kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan 
                                                                   
8
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usaha.
10
 Pembentukan BUMDES merupakan cara untuk memanfaatkan 
undang-undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa 
untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa, terutama 
meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat 
desa.
11
 
Kontribusi BUMDES bagi desa yang menjalaninya yakni untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mampu melakukan pengawasan 
terhadap pelaksanaan penyelenggara kegiatan ekonomi desa, membantu 
pemerintah desa dalam upaya mengembangkan sumber-sumber potensi 
alam dan manusia di desa untuk dikembangkan menjadi sumber ekonomi 
dan menjadi media pemerintah desa untuk mewujudkan rencana 
pembangunan khususnya dibidang ekonomi. 
Berdirinya Badan Usaha Milik Desa dilandasi oleh UU No. 32 
Tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 213 ayat (1) disebutkan 
bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan 
kebutuhan dan potensi desa”  tercantum dalam peraturan pemerintah (PP) 
No. 71 Tahun 2005 tentang Desa. Pendirian badan usaha desa ini disertai 
dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah 
Kabupaten/Kota yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat 
desa dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat Badan 
Usaha Milik Desa merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di 
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pedesaan, maka mereka masih membutuhkan landasan yang kuat untuk 
tumbuh dan berkembang. Pembangunan landasan bagi pendirian Badan 
Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah pemerintah, baik pusat atau 
daerah.
12
 
Di Kabupaten Tanggamus tepatnya di kecamatan Gisting terdapat 
7 desa/kelurahan dengan sebutan pada umum Pekon Gisting bawah 
merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Gisting. Pekon Gisting 
bawah dengan luas Wilayah 262,5 ha, dengan jumlah KK 2.144, penduduk 
sebanyak 8.178jiwa, dan kepadatan 1.194 jiwa. Masyarakat Pekon Gisting 
bawah sebagian besar bekerja sebagai petani, industri, jasa, pegawai Negri, 
pengrajin dan suwasta. Sektor pertanian/perkebunan khususnya tanaman 
pangan merupakan penunjuk perekonomian terbesar penduduk yang 
dimana sebagai sentra produksi sayur-mayur dan palawija, dengan 
memiliki wilayah yang berpotensi alam yang sangat besar terutama 
sumber mata air. Sebagian besar untuk pemenuhan kebutuhan sayur-mayur 
dan palawiji di wilayah Bandar Lampung di pasok dari wilayah Gisting. 
Pekon Gisting Bawah merupakan Desa yang dikenal dengan Desa 
yang memiliki sumber mata air banyak dan hasil pertanian juga banyak, 
sebelum adanya BUMDES Masyarakat belum bisa memanfaatkan potensi 
yang ada di pekon Gisting Bawah dengan keadaan ini pemerintah desa 
membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan didirikan pada 05 
Februari 2015 badan usaha ini kemudian diberi nama Badan Usaha Milik 
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Pekon Mandiri Bersatu (BUM-Pekon Mandiri Bersatu) yang dimana 
peraturan Desa Pekon Gisting Bawah yang mengatur tentang BUMDES 
pasal 5 tentang tujuan pembentukan BUM-Pekon salah satunya yaitu 
mengembangkan usaha masyarakat dalam mewujudkan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat di Pekon Gisting Bawah dengan mendirikan dan 
mengembangkan BUM-Pekon mandiri bersatu. Adanya BUM-Pekon 
Mandiri Bersatu di Pekon Gisting Bawah diharapkan dapat lebih 
menggerakan roda perekonomian Pekon Gisting Bawah sehingga 
berdampak pada peningkatan pembangunan desa dan peningkatan 
pelayanan kepada masyarakat yang akhirnya  pada titik kesetaraan hidup 
masyarakat desa yang sejahtera.
13
 Dari hasil survei pengamatan penelitian 
tentang BUM-Pekon Mandiri Bersatu Pekon Gisting Bawah. 
Badan Usaha milik pekon Gisting Bawah menjalankan beberapa 
jenis unit usaha untuk menambah kas atau pendapatan desa yaitu:
14
 
1. Unit Usaha Air Bersih (Pam Pekon) 
2. Unit usaha Bank Sampah 
3. Unit Usaha Pariwisata (Dam dan Alam ) 
4. Unit Usaha (Cathering) 
5. Unit Usaha Penyewaan ( Penyewaan GSG) 
6. Unit Usaha Ternak Kambing 
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BUM-Pekon Mandiri Bersatu pekon Gisting Bawah sudah berjalan 
selama kurang lebih 4 tahun belakangan tetapi keberadaan BUM-Pekon 
Mandiri Bersatu masih terlihat adanya ketimpangan kesejahteraan di 
pekon tersebut, dapat dilihat dari data tabel tingkatan kesejahteraan di 
Pekon Gisting Bawah pada tahun 2015-2018. 
Table 1.1 
Tingkat kesejahteraan masyarakat Pekon Gisting Bawah 
No Tingkat Kesejahteraan 2015 2016 2017 2018 
1 Jumlah Keluarga Sejahtera 392 400 423 428 
2 Jumlah Keluarga Sejahtera 1 187 197 190 195 
3 Jumlah Keluarga Sejahtera 2 257 267 270 285 
4 Jumlah Keluarga Sejahtera 3 419 429 430 432 
5 Jumlah Keluarga Sejahtera 3 Plus 12 17 20 26 
Jumlah Kepala Keluarga (KK) 1,267 1,310 1,333 1,366 
Sumber : Dokumentasi Data Desa Pekon Gisting (2019) 
Jumlah tingkatan keluarga pra sejahtera di Pekon Gisting Bawah 
masih terlihat tinggi. Pemerintah desa telah membuat Badan Usaha Milik 
Desa (BUMD-Pekon) Mandiri Bersatu yang bertujuan untuk menambah 
pendapatan asli Desa dan juga mengentaskan Kemiskinan Masyarakat 
tetapi hampir 4 (empat) tahun berdirinya Badan Usaha tersebut ternyata 
belum dapat Mensejahterakan seluruh Masyarakat di Pekon Gisting 
Bawah.   
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Implementasi BUMDES di sejumlah daerah masih belum bisa 
dikatakan efektif dalam memberikan kontribusi secara sosial dan ekonomi 
bagi masyarakat desa karena pola pemanfaatan BUMDES masih belum 
berjalan maksimal. Pemerintah pekon Gisting Bawah sebenarnya sudah 
berupaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat seperti adanya 
sosialisasi tentang BUMDES, penyuluhan pemakaian unit usaha air bersih 
(PAM Pekon), unit usaha Bank sampah, unit usha pariwisata (Dam dan 
Alam), Unit usaha cathering, unit usaha penyewaan GSG, dan unit usaha 
ternak kambing. Dengan adanya itu tetapi masih ada masyarakat yang 
belum tergugah untuk bergabung dan memanfaatkan adanya BUMDES. 
Padahal BUMDES sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan 
masyarakat melalui kontribusinya dalam penyedian pelayanan sosial. 
Yang dimana keadaan masyarakat setelah adanya BUMDES masih ada 
sebagian yang tidak mengetahui kegiatan yang dilaksanakan pengurus 
BUMDES. Oleh kerna itu berdasarkan latar belakang di atas penulis 
memiliki ketertarikan untuk lebih lanjut mengetahui kontribusi BUMDES 
dalam meningkatkan kesejahteraan Ekonomi Masyarakat studi kasus di 
Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. 
D. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas 
adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
11 
 
 
 
a. Bagaimana kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Mandiri 
Bersatu dalam meningkatkan Kesejahtraan Ekonomi Masyarakat 
Pekon Gisting Bawah Kecematan Gisting ? 
b. Bagaimana Kontribusi BUMDES terhadap kesejahteraan masyarakat 
menurut persepektif ekonomi islam ? 
E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
Tujuan penelitian pada hakekatnya merupakan berapa atau sesuatu 
yang hendak dicapai yang dapat dijadikan arahan atas apa yang harus 
dilakukan dalam penelitian adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 
a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Kontribusi 
BUMDES Mandiri bersatu dalam meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat di pekon Gisting Bawah. 
b. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Kontribusi 
BUMDES Mandiri bersatu terhadap kesejahteraan masyarakat 
menurut persepektif ekonomi Islam. 
2. Manfaat penelitian 
Dari setiap penelitian tentunya akan memperoleh hasil yang 
diharapkan dan dapat memberi manfaat bagi penelitiaan maupun pihak 
lain yang membutuhkan. 
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Adapun yang menjadi manfaat penelitian adalah sebagai berikut : 
a. Secara teoritis 
Penelitian ini diharapkan berguna sebagi bahan pustaka untuk 
penelitian selanjutnya dan mempunyai kegunaan dibidang 
pengembangan ilmu ekonomi terutama dalam ekonomi Islam. 
b. Secara praktis  
Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya dapat memberikan 
informasi, wawasan dan pengetahuan kepada lembaga yang diteliti, 
melainkan juga dapat memberikan manfaat yang positif baik bagi 
Badan Usaha Milik Pekon (BUM-Pekon) Mandiri Bersatu Pekon 
Gisting Bawah maupun pemerintah desa agar dapat mengevaluasi 
program dan meningkatkan kinerja demi terwujudnya masyarakat 
kesejahteraan sosial masyarakat Gisting Bawah. 
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 
Penelitian terdahulu merupakan hal yang bermanfaat. Penelitian 
terdahulu adalah suatu penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh 
peneliti-peneliti lain. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai acuan peneliti 
saat ini karena untuk memudahkan bagi peneliti untuk mengaplikasikan 
penelitianya. Penelitian ini modelnya sama penelitian terdahulu, namun 
perbedaannya terletak pada objek yang akan diteliti, tahun penelitian, 
permasalahan yang terjadi di wilayah yang akan diteliti dan kebijakan 
yang sesuai untuk diterapkan di wilayah tersebut. 
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1. Dewi Kirowati, lutfiyah dwi S. pengembangan Desa Mandiri 
Melalui BUMDES Dalam Meningkatkan Kesejahteraan 
Masyarakat Desa. Studi kasus Desa Temboro Kecamatan Karas 
Kabupaten Magetan. Pengembangan Badan Uasa Milik Desa 
manfaatnya dapat dirasakan oleh warga Desa Temboro Kecamatan 
Karas Kabupaten Magetan yaitu menciptakan usaha baru, 
penyerapan tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan 
memberikan dampak langsung terhadap Ekonomi Pedesaan dan 
Budaya Masyarakat.
15
 
2. Ratna Aziz Prasetyo, (Peranan BUMDES Dalam Pembangunan 
Dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan 
Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro) menemukan bahwa, 
Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan BUMDES masih rendah, 
hal ini terlihat dari pengetahuan Masyarakat tentang program 
BUMDES. Program kegiatan BUMDES di Desa Pejambon belum 
banyak diketahui oleh Masyarakat.
16
 
3. Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni: 2016 dengan judul “Peranan 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pada Kesejahteraan 
Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDES Di Gunung Kidul, 
Yogyakarta” Menemukan bahwa Keberadaan BUMDES membawa 
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perubahan yang signifikan di bidang ekonomi dan juga sosial. 
Pergeseran nilai sosial dan juga perubahan pola interaksi antar 
warga akan terjadi. BUMDES memberikan peningkatan 
Pendapatan Asli Desa, namun pendapatan ini tidak dapat dirasakan 
langsung oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan warga 
berpendapat bahwa keberadaan BUMDES tidak membawa manfaat 
signifikan bagi peningkatan Kesejahteraan warga. Komunikasi dan 
sosialisasi merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh 
BUMDES. Kurangnya komunikasi dan sosialisasi memunculkan 
ketidak percayaan warga kepada kemampuan pengelola dalam 
pengelolaan BUMDES. Kurangnya komunikasi dan sosialisasi ini 
memunculkan tuntutan adanya transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan BUMDES.
17
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G. Kerangka Berpikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Kondisi masyarakat pra BUMDES ekonomi desa berbasis 
konvensional atau menual yang dilakukan masyarakat Gisting bawah, 
dimana mereka hanya melakukan kegiatan pertanian saja tidak bisa 
memutar hasil pertanian mereka, SDA dan SDM belum teredukasi  serta 
tidak terkelola dengan optimal. BUMDES dibentuk oleh pemerintah 
Pekon yang kepemilikan modal dan pengelolaanya dilakukan oleh 
pemerintah pekon dan masyarakat. Di dasarkan atas adanya kebutuhan dan 
potensi Pekon, dalam upaya memperkuat perekonomian serta membangun 
kerekatan sosial masyarakat Pekon. Kondisi masyarakat setelah 
Kondisi 
Masyarakat  Pra 
BUMDES 
Implementasi 
BUMDES 
Faktor Internal 
Kondisi Masyarakat 
setelah 
pembentukan 
BUMDES 
Pembentukan 
BUMDES 
Faktor Eksternal 
Packa BUMDES 
Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Menurut 
Persepektif Ekonomi Islam 
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pembentukan BUMDES beberapa masyarakat pekon Gisting Bawah 
antusias dengan sistem BUMDES pada aspek pengelolaan ekonomi dan 
bisa meningkatkan kreatifitas masyarakat. 
Terdapat faktor eksternal yang timbul diantarnya sulitnya 
penyelenggaraan loyalitas serta perhatian instansi terkait dan belum  
memanfaatkan teknologi dengan maksimal. Terdapat faktor internal yang 
timbul diantaranya kurangnya sosialisasi pengurus BUMDES terhadap 
masyarakat, kuranganya SDM yang berminat pada BUMDES Mandiri 
Bersatu, sarana dan prasarana masih belum memadai/seadanya, 
membutuhkan dana untuk mengembangkan unit-unit usaha yang ada di 
Pekon Gisting Bawah. Paska BUMDES masyarakat sebagian sudah 
mengerti dengan kondisi dan kegiatan yang di laksanakan pengurus 
BUMDES selain itu sebagian masyarakat sudah mulai menggunakan 
pasilitas yang ada di BUMDES dan masyarakat mulai ikut serta dalam 
unit-unit usaha BUMDES Mandiri Bersatu untuk mensejahterakan 
ekonomi masyarakat di Pekon Gisting Bawah. 
H. Metodologi Penelitian 
Untuk menerapkan teori terhadap suatu permasalahan memerlukan 
metode khusus yang dianggap relevan dan mambantu memecahkan 
permasalahan. Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk 
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
18
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1. Jenis penelitian dan sifat penelitian 
a. Jenis penelitian 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field 
research), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari 
secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan 
interaksi sosial baik individu, kelompok, lembaga atau 
masyarakat.
19
 Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data 
yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian terhadap 
respon yang ada di pekon Gisting Bawah Kec. Gisting Kab. 
Tanggamus. Data-data dikutip sebagai rujukan yang kemudian 
dianalisa dan dijadikan bahan pembahasan. 
b. Sifat penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan 
untuk mendeskripsikan apa yang sedang berlaku, Didalamnya 
terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat analisis dan 
menginterprestasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi.
20
 
Dalam penelitian ini akan digambarkan bagaimana kontribusi 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam meningkatkan 
kesejahteraan ekonomi masyarakat terhadap perspektif ekonomi 
Islam. 
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2. Sumber Data 
Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam 
penelitian, penulis menggunakan data sebagai berikut: 
a. Data primer 
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 
sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara 
khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan 
peneliti. Data primer dalam penelitian ini yaitu hasil observasi, 
wawancara dan dokumentasi secara langsung dengan pengurus 
BUMDES dan masyarakat pekon Gisting bawah. 
b. Data sekunder 
Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang 
diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara 
(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya 
berupa bukti catatan atau laporan historis yang telah tersusun 
dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan, 
berupa profil Pekon Gisting Bawah dan profil Badan Usaha Milik 
Pekon Mandiri Bersatu Pekon Gisting Bawah. 
3. Populasi dan sampel 
a. Populasi 
Populasi adalah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
19 
 
 
 
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
21
 
Populasi dalam penelitian ini 2.144 KK yang ada di 7 dusun di 
pekon Gisting Bawah  dari keseluruhan pengurus BUMDES dan 
beberapa masyarakat pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting 
Kabupaten Tanggamus. 
b. Sampel 
Sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan merupakan 
bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga 
dimiliki oleh sampel. sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu random sampling adapun random sampling adalah teknik 
pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara 
acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. 
menurut  Arikunto “penentuan pengambilan sample kualitatif 
sebagi berikut. Apabila kurang dari 100 lebih baik diambil semua 
hingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika jumlah 
subjeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% batau 
lebih. 
Berdasarkan pendapatan diatas, sampel dalam penelitian ini 
ditentukan sebanyak 32 orang. Hasil ini di dapatkan kerna populasi 
berjumlah lebih dari 100 maka di ambil 15% dari keseluruhan 
populasi. Dengan rincian sampel diambil dari pengurus BUM-
Pekon Mandiri Bersatu dan masyarakat Pekon Gisting Bawah. 
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4. Teknik pengumpulan data 
Dalam usaha menghimpun data di lokasi penelitian, penulis 
menggunakan beberapa metode yakni: 
a. Observasi 
Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan 
melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistimatik terhadap 
gajala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi 
yang penulis lakukan, yaitu dengan melihat kontribusi Badan 
Usaha Milik Desa (BUMDES) secara real serta juga melihat 
kesejahteraan masyarkat Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting 
Kabupaten Tanggamus dengan adanya pengelolaan BUMDES 
disana. 
b. Wawancara/ interview 
Wawancara (interview) adalah metode pengumpulan data dengan 
cara atau teknik untuk mendapatkan informasi atau data dari 
interview atau informasi dengan wawancara langsung.
22
 Dalam 
penelitian ini yang menjadi narasumber atau yang akan di 
wawancarai adalah pengurus BUMDES dan beberapa masyarakat 
Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. 
c. Dokumentasi 
Mengumpulkan data melalui data yang tersedia yaitu biasanya 
berbentuk surat, catetan harian, cindera mata, laporan, file dan 
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flashdisk serta data yang tersimpan di website. Data ini bersifat 
tidak terbatas pada ruang dan waktu. 
d. Pengolahan data  
Pengolahan data adalah menimbang, menyaring, mengatur dan 
mengklasifikasikan. Menimbang dan menyaring data adalah benar-
benar memilih secara hati-hati data yang relavan, tepat dan 
berkaitan dengan masalah yang tengah diteliti. Mengatur dan 
mengklasifikasikan, menggolongkan, menyusun menurut aturan 
tertentu. Pada umumnya pengolahan data dilakukan dengan cara: 
1. Pemeriksaan data (editing), yaitu mengoreksi apakah data yang 
terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai atau relavan 
dengan masalah. 
2. Sistematis data yaitu menempatkan data menurut kerangka 
sistematik bahasa berdasarkan urutan masalah. 
5. Teknik Analisis Data 
a. Tahap redukasi data 
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk 
itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti 
merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-
hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang 
tidak perlu. 
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b. Tahap penyajian data 
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 
menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data adalah 
sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan 
adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data biasanya dilakukan 
dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan 
sejenisnya. 
c. Tahap Verifikasi Data/kesimpulan 
Keabsahan data selanjutnya adalah teknik dalam melakukan 
pengecekkan dan pemeriksaan keabsahan data yang diperoleh, 
terutama pengecekkan data yang terkumpul dan juga pada bagian 
ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah 
diperoleh tersebut. 
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BAB II 
KAJIAN TEORI 
A. Otonomi Desa 
Otonomi desa merupakan yang asli, bulat dan utuh serta bukan 
merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah 
berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. 
Sebagai kesatua masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli 
berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik 
hukum, publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda 
serta dituntut dan menuntut di muka pengadilan.
23
 
Desentralisasi pembangunan identik dengan membuat perencanaan 
pembangunan cukup sampai desa saja. Desa oleh kerananya mempunyai 
kemendirian dalam perencanaan pembangunan tanpa intruksi dan 
intervensi pemerintah. Disinilah kemudian peran Badan Pemusyawaratan 
Desa (BPD), sebagai lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi 
dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara 
perintah Desa. BPD inilah yang harus menjadi roda penggerak otonomi 
desa.
24
 
Otonomi desa merupakan suatu peluang (opportunity) dan 
tantangan (threat) bagi pemerintah desa dalam memberikan pelayanan 
publik dan melaksanakan pembangunan. Otonomi desa dipandang sebagai 
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cara untuk mewujudkan secara nyata penyelenggaraan pemerintah yang 
efektif dan efesien dan berwibawa guna mewudkan pemberian pelayanan 
kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Otonomi desa 
sebagai perwujudan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah, 
yang merupakan penerapan konsep teori areal division of power yang 
membagi kekuasaan secara vertikal. Dengan demikian otonomi desa 
memberikan keluasaan bagi terbukanya potensi-potensi yang ada di desa 
tersebut. 
Otonomi Desa dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan pemerintahan. Dengan otonomi desa pengambilan keputusan 
lebih dekat kepada rakyat yang dilayani. Rentang kondali pemerintah 
menjadi lebih dekat, sehingga pemerintah dapat lebih responsif terhadap 
kebutuhan, potensi dan kapasitas desa yang spesifik, dengan begitu 
diharapkan pelayanan masyarakat akan lebih baik karena dengan otonomi 
desa, desa dapat lebih mengetahui kebutuhan dan prioritas keinginan 
rakyat di desanya. 
Pada era sekarang ini otonomi desa diatur oleh undang-undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 Tentang Desa, dengan pengertian bahwa otonomi desa 
merupakan desentralisasi kewenanagan dari pemerintah ke pemerintah 
desa dalam 20 penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian 
25 
 
 
 
pemerintah desa memiliki urusan-urusan yang telah diserahkan oleh 
pemerintah dan menjadi tanggung jawab desa sepenuhnya.
25
 
Melalui kedua peraturan perundang-undangan tersebut ekonomi 
desa merupakan manifestasi dari proses pemberdayaan rakyat dalam 
kerangka demokrasi dimana desa yang merupakan unit pemerintahan 
terdekat dengan rakyat diberikan keluasaan utuk berekspresi. Pemberian 
otonomi yang luas kepada desa juga memperlancar, mengembangkan dan 
memacu pembangunan di desa, memperluas peran serta masyarakat lebih 
meningkatkan pemerataan pembangunan dengan mengembangkan dan 
memanfaatkan potensi desa. Sehingga kesenjangan antar desa dapat 
dikurangi karena masing-masing desa akan membuka wawasan untuk 
membangun dan bekerja dengan pihak ketiga. 
Konsekuensinya desa harus mampu dan “mandiri” dalam 
menyelenggarakan pemerintahan desanya. Tingkat kemandirian 
diturunkan dari tingkat desentralisasi yang diselenggarakan. Semakin 
tinggi derajad desentralisasi, semakin tinggi otonomi desa. Jika tidak besar 
kemungkinan akan digabung dengan desa lain. Sebab tidaklah efektif bila 
desa yang otonom selalu menggantungkan kehidupannya pada subsidi 
pemerintah pusat. 
Sehingga dapatlah dikatakan, otonomi merupakan salah satu 
strategi dalam suatu proses  pembangunan guna menghadapi berbagai 
hambatan baik institusi maupun administrasi yang dengan kata lain 
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otonomi adalah upaya untuk mendorong proses demokratisasi. Otonomi 
haruslah mampu menggali potensi yang ada di desa guna mencapai tujuan 
yang positif berupa percepatan pembangunan dan peningkatan kuantitas 
dan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat serta upaya 
pemberdayaan masyarakat. 
B. Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 
1. Pembangunan Desa 
Fenomena perdesaan mengilustrasikan dimensi-dimensi konseptual 
pembangunan yang berhubungan dengan masalah kemiskinan, 
keterbelakangan, dan kurangnya kapasitas administratif. Pembangunan 
pedesaan dalam arti luas mencakup berbagai bidang kehidupan seperti 
ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan yang menintegrasikan 
peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaannya dengan 
memanfaatkan sumberdaya pembangunan secara efektif guna 
peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara 
berkesinambungan. Pembangunan desa merupakan suatu strategi yang 
dirancang untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat 
tertentu. 
Pembangunan desa juga dapat dipandang sebagai suatu program 
pembangunan yang dilakukan secara berencana untuk meningkatkan 
produksi, pendapatan, dan kesejahteraan dalam arti peningkatan 
kualitas hidup dibidang pendidikan, kesehatan dan perumahan.
26
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Dengan demikian, pembangunan desa sesungguhnya merupakan 
upaya-upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah baik dengan 
menggunakan sumberdaya yang bersumber dari desa, bantuan 
pemerintah maupun bantuan organisasi organisasi untuk menciptakan 
perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Di dalam Pembangunan 
Desa terdapat dua aspek penting yang menjadi objek pembangunan. 
Secara umum, pembangunan desa memiliki dua aspek utama yaitu:
27
 
a. Pembangunan Desa dalam aspek fisik, yaitu pembangunan yang 
objek utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) 
di pedesaan seperti jalan Desa, bangunan rumah, pemukiman, 
jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah, pendidikan dan lain 
sebagainya. Pembangunan dalam aspek fisik ini selanjutnya 
disebut Pembangunan Desa. 
b. Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insan, yaitu 
pembangunan yang objek utamanya aspek pembangunan dan 
peningkatan kemampuan, skil dan memberdayakan masyarakat 
didaerah pedesaan sebagai Warga Negara, seperti pendidikan dan 
pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, spiritual dan 
sebagainya. Pembangunan dalam aspek seperti ini selanjutnya 
disebut sebagai Pemberdayaan Masyarakat Desa. 
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2. Pemberdayaan Masyarakat 
Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses 
penyelenggaraan pembangunan yang bertumpu pada beberapa elemen 
masyarakat serta peningkatan kemampuan masyarakat. Pemberdayaan 
masyarakat juga adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang 
merangkum nilai-nilai sosial. Konsep mencerminkan paradigma baru 
pembangunan, yakni yang bersifat pembangunan yang berpusat pada 
manusia, pembangunan partisipatoris, pemberdayaan dan 
berkelanjutan people cebtered, development participatory, empo-
wering and sustainable.
28
 Pemberdayaan masyarakat juga 
dimaksudkan dengan usaha menjadikan masyarakat semakin berdaya 
untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan 
kebijaksanaan publik.
29
 
Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan 
kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat. sehingga 
masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat, dan martabatnya secara 
maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri 
baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Pemeberdayaan 
masyarakat terutama dipedesaan tidak cukup hanya dengan upaya 
meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang 
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sama atau memberi modal saja. Tetapi harus diikuti pula dengan 
perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat. Mendukung 
berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, 
produktivitas dan efisiensi serta memperbaiki empat akses yaitu:
30
 
a. Akses terhada sumber daya. 
b. Akses terhadap teknologi. 
c. Akses terhadap pasar. 
d. Akses terhadap sumber pembiayaan 
Keempat akses ini disamping menjadi tanggung jawab pemerintah 
untuk memfasilitasinya juga diperlukan peran aktif dari kelompok 
kelompok masyarakat di desa dan kelurahan untuk usaha bersama pula 
yang diselenggaran secara kekeluargaaan. 
Pemberdayaan masyarakat juga merupakan cara yang digunakan 
untuk meningkatkan harga diri manusia terutama mereka yang berada 
dalam lilitan kemiskinan dan ketidak berdayaan. Jika seseorang 
berdaya berarti dia telah berhasil memandirikan dirinya. Oleh karena 
itu agar seseorang atau komunitas berdaya, langkah pertama yang 
harus dilakukan adalah memberikan akses atau iklim dimana potensi 
masyarakat tersebut bisa berkembang. Dalam Islam, konteks 
pemberdayaan, sebagaimana Allah berfirman dalam (Qs. Al-Jumu’ah 
ayat 10). 
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                             
        
Artinya: “Apabila shalat telah dilaksanaka, maka bertebaranlah 
kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-
banyak agar kamu beruntung”.31 
Ayat ini menunjukkan bagaimana Allah telah memotivasi manusia 
untuk terus berusaha, mencari rezeki sehingga bisa mengentaskan 
kemiskinan baik pada dirinya sendiri, keluarganya maupun masyarakat di 
sekelilingnya. Dengan demikian, pemberdayaan pada masyarakat bisa 
dilaksanakan. 
C. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) 
1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa 
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha 
Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha 
yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui 
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang 
dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya 
untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
32
 
Dasar pembentukan BUMDES adalah pasal 108 Undang-
Undang Nomer 22 Tahun 1999 yang berbunyi “Desa dapat memiliki 
Badan  Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undang”. kemudian 
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pemerintah mengamanatkan lagi dalam pasal 213 Undang-Undang 
Nomer 32 Tahun 2004 yang berbunyi, yaitu: 
a. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan 
kebutuhan dan potensi desa. 
b. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berpedoman pada peraturan perundang-undang. 
c. Badan  Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undang. 
2. Pendirian Badan Usaha Milik Desa 
Pendirian BUMDES didasarkan atas prakasa Desa yang 
mempertimbangkan sebagai berikut: 
1) Inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat desa; 
2) Potensi usaha ekonomi desa; 
3) Sumber daya alam di desa; 
4) Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDES; dan 
5) Penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan 
dan kekayaan desa diserahkan untuk dikelola sebagian dari usaha 
BUMDES. 
Pendirian BUMDes harus disepakati melalui musyawarah desa. 
Musyawarah desa atau disebut nama lain adalah musyawarah antara 
badan permusyawaratan Desa, dan unsure masyarakat yang 
32 
 
 
 
diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menepati 
hal yang bersifat starategis.
33
 
3. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) 
Organisasi pengelola BUMDES hendaklah dilakukan terpisah dari 
organisasi Pemerintah Desa. Susunan kepengurusan organisasi 
pengelola BUMDES terdiri dari: 
a. Penasihat; 
b. Pelaksana Operasional; dan 
c. Pengawas;34 
Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk diklaborasi 
atau diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama 
oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan 
masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes 
yaitu: 
a. Kooperatif Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes 
harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi 
pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. 
b. Partisipatif Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes 
harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan 
dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes. 
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c. Emansipatif Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes 
harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan 
agama. 
d. Transparan Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan 
masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan 
masyarakat dengan mudah dan terbuka. 
e. Akuntabel Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung 
jawabkan secara teknis maupun administratif. 
f. Sustainabel Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan 
dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDES.
35
 
4. Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa 
Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung 
keseluruhan kegitan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang 
di kelola oleh Desa dan/atau kerja sama antara desa. Dalam pasal 3 
permendes PDTT Nomor 4 tahun 2015 BUMDes didirikan dengan 
tujuan: 
a. Meningkatkan perekonomian Desa; 
b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan 
Desa; 
c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam mengelola potensi 
ekonomi Desa; 
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d. Mengembangkan rencan kerja  sama usaha antara desa dan/atau 
dengan pihak ketiga; 
e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung  
kebutuhhan layanan umum warga; 
f. Membuka lapangan kerja; 
g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melaluin perbaikan 
pelayanan umum, pertumbuhan dan pemberataan ekonomi desa; 
dan 
h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli 
Desa. 
Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 
adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang 
dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan gotongroyong. 
BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi atau pelayanan 
umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Oleh 
kerna itu, BUMDes dapat berjalan sebagaimana mestinya perlu upaya 
serius untuk menjadikan pengelolaan Badan Usaha tersebut dapat 
berjalan secara efektif, efesien, profesional dan mandiri.
 36
 
Untuk mencapai tujuan BUMDes tersebut, hendaklah dilakukan 
dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) 
masyarakat melalui  pelayanan distribusi barang dan jasa dan dikelola 
masyarakat dan pemerintahan Desa. Pemenuhan kebutuhan ini 
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diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan 
menjadi usaha Desa yang paling dominan dalam menggerakan 
ekonomi Desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan 
pelayanan kepada non-anggota (di luar desa) dengan menetapkan 
harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat 
mekanisme kelembagaan tata aturan yang disepakati bersama, 
sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan 
usaha yang dijalankan oleh BUMDes.
 37
 
BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya 
dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini 
berarti pemenuhan modal usaha BUMDes bersumber dari masyarakat. 
Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat 
mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari 
Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.
38
 
BUMDES adalah suatu badan yang memiliki fungsi sebagai lembaga 
komersal melalui penawaran sumber daya lokal yang bertujuan untuk 
mencari keuntungan dan sebagai lembaga sosial melalui kontribusi 
penyedian pelayanan sosial yang berpihak pada kepentingan 
masyarakat.
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5. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) 
Pengaturan mengenai pendirian BUMDes diatur dalam beberapa 
peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut: 
a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 
sampai Pasal 90 
b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 
132 Sampai Pasal 142 
c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan 
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang 
Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan 
Musyawarah Desa Pasal 88 dan Pasal 89 
d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan 
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang 
pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan 
Usaha Milik Desa.
40
 
6. Keuangan BUMDES 
Masalah keuangan dalam BUMDES secara umum diatur dalam 
Kemendagri Nomor 39 Tahun 2010 dan PP Nomor 72 Tahun 2005. 
Berikut ini adalah sumber-sumber permodalan BUMDES yaitu 
Pemerintah Desa, Tabungan Masyarakat, Bantuan Pemerintah, 
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pinjaman, 
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penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar 
saling mengutungkan. 
Modal BUMDES yang berasal dari pemerintah Desa adalah 
merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan. Dana bantuan yang 
diberikan oleh Pemerintah dapat berupa dana untuk tugas pembantuan. 
Kerja sama usaha dapat dilakukan BUMDES dengan pihak swasta dan 
masyarakat. BUMDES dapat melakukan pinjaman keuangan kepada 
lembaga keuangan yang sah atau kepada pemerintah daerah. 
Persentase permodalan BUMDES 51% adalah berasal dari Desa, 
sedangkan sisanya berasal dari penyertaan modal dari pihak lain.
41
 
7. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDES 
a. BUMDES Banking adalah BUMDES yang bertipe Banking atau 
semacam lembaga keuangan mikro sebenarnya hadir paling awal 
sebelum hadir BUMDES tipe-tipe lain, bahkan sebelum istilah 
BUMDES itu sendiri lahir. 
b. BUMDES Serving adalah BUMDES Serving ,mulai tumbuh secara 
inkremental di banyak Desa. Keterbatasan air bersih dan 
ketidakmampuan sebagian besar warga mengakses air bersih, 
mendorong banyak Desa mengelola dan melayani air bersih 
dengan wadah BUMDES atau PAM Des. 
c. BUMDES Brokering dan Renting Sebelum ada BUMDES 
sebenarnya sudah ada banyak Desa yang menjalakan usaha Desa 
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dalam bentuk jasa pelayanan atau jasa perantara seperti pelayanan 
pembayaran traktor, dan juga pasar Desa. Ini adalah bisnis 
sederhana, bahkan bisa melakukan monopoli, dengan captive 
market yang jelas meskipun hanya beroperasi di dalam Desa 
sendiri. 
d. BUMDES Trading adalah BUMDES yang berdagang kebutuhan 
pokok dan sarana produksi pertanian mulai tumbuh di banyak 
Desa. Ini adalah bisnis sederhana, berskala lokal dan berlingkup 
internal Desa, yakni melayani kebutuhan warga setempat.
42
 
D. Kesejahteraan Menurut Ekonomi Islam 
1. Pengertian dan Hukum Kesejahteraan 
Kesejahteraan sendiri memiliki banyak arti dimana masing-maing 
orang pasti mempunyai perspektif sendiri mengenai apa yang disebut 
dengan kesejahteraan. Islam memberikan pedoman dan aturan yang 
dapat dijadikan landasan system kehidupan yang disebut syariah yang 
menjadi sumber aturan perlaku yang didalamnya sekaligus 
mengandung tujuan-tujuan strategisnya. Tujuan-tujuan itu didasarkan 
pada konsep-konsep Islam mengenai kesejahteraan manusia (falah) 
dan kehidupan yang baik (hayyatan toyyiban). Islam menjelaskan 
bahwa kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya 
materi semata tetapi terpenuhinya kebutuhan spiritual.
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1) Kesejahteraan holistik dan seimbang yaitu kecukupan materi yang 
didukung oleh terpenuhnya kebutuhan spiritual serta mencangkup 
individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan 
jiawa, kernanya kebahagian harus menyeluruh dan seimbang 
diantara keduanya. Demikian pula Manusia memiliki dimensi 
individual sekaligus sosial. 
2) Kesejahteraan di dunia dan akhirat (falah), sebab manusia tidak 
hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di akhirat. juga alam 
setelah kematian/kemusnahan dunia. Kecukupan materi didunia 
ditunjukkan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan di 
akhirat. Jika kondisi ini tidak tercapai maka kesejahteraan di 
akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ini merupakan sesuatu yang 
abadi dan lebih bernilai dibandingkan kehidupan dunia.
44
 
Kesejahteraan dalam ekonomi Islam adalah kesejahteraan secara 
menyeluruh, yaitu kesejahteraan secara material maupun secara 
spiritual. Konsep-konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak 
hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, tetapi juga mencangkup 
nilai moral, spiritual dan juga nilai sosial. Sehingga kesejahteran 
berdasarkan Islam mempunyai konsep yang lebih mendalam.
45
 Dalam 
bentuk kesejahteraan dalam Ekonomi Islam Allah berfirman dalam 
(Qs. Al-A’raf ayat 160). 
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                            
                             
                                 
                          
 
Artinya: dan Kami membagi mereka menjadi dua belas suku yang 
masing-masing berjumlah besar, dan Kami wahyukan kepada Musa 
ketika kaumnya meminta air kepadanya, "Pukullah batu itu dengan 
tongkatmu!". Maka memancarlah dari (batu)itu dua belas mata air. 
Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. dan 
Kami naungkan awan di atas mereka dan Kami turunkan kepada 
mereka manna dan salwa (kami berfirman): "Makanlah yang baik-
baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu.” mereka tidak 
Menzalimi Kami, tetapi merekalah yang selalu Menzolimi dirinya 
sendiri. (Qs. al-A’raf: 160).46 
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat penulis simpulkan bahwa 
kesejahteraan dalam ekonomi Islam adalah kesejahteraan secara 
menyeluruh baik berupa material, moral, sosial maupun secara 
spiritual. 
2. Indikator kesejahteraan masyarakat 
Ekonomi adalah kebutuhan manusia dalam memenuhi kebutuhan 
serta keinginan hidupnya. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus 
didapat dan bila tidak terpenuhi menggangu fisik manusia, sedangkan 
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keinginan sesuatu yang di dapat dan bila tidak terpenuhi maka akan 
terganggu fisiknya.
47
 
Tercukupnya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak 
yang disebut dengan maslahah. Maslahah adalah segala bentuk 
keadaan, baik material maupun non material, yang mampu 
meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling 
mulia. Kesejahteraan dalam Islam tidak hanya diukur terpenuhinya 
kebutuhan materi saja, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spiritual. 
Sedangkan kebutuhan menurut Islam adalah kebutuhan yang 
didasarkan oleh tiga kebutuhan dasar seperti yang diungkapkan oleh 
Al-syathibi yaitu:
48
 
1) Al-Dharuiyah (Kebutuhan Primer) yaitu kebutuhan tingkat primer 
adalah sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia atau 
dengan kata lain tidak sempurna kehidupan manusia, bila tingkat 
kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat 
manusia. Keperluan dan perlindungann al-Dharuriyyah ini dalam 
buku ushul fiqh, termasuk As-syathibi membagi menjadi lima hal 
yaitu pemenuhan keperluan serta perlindungan yang diperlukan 
untuk keselamatan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, 
keselamatan keturunan serta terjaga dan terlindunginya harga diri 
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dan kehormatan seseorang dan keselamatan serta perlindungan atas 
harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki seseorang.
49
 
2) Al-Hajiyyah (Kebutuhan Sekunder) yaitu suatu kebutuhan dimana 
apabila tidak terwujudnya kebutuhan ini tidak sampai mengancam 
keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran 
bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai ketingkat 
menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya atau dapat 
dikatakan seperti kebutuhan-kebutuhan yang wajar, seperti 
kebutuhan penerangan, kebutuhan pendidikan dan lain 
sebagainya.
50
 
3) Al-Tahsinniyyah (Kebutuhan Tersier) yaitu Al-tahsinniyyah adalah 
suatu keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan 
menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi tanpa terpenuhinya 
kebutuhan tersebut kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan 
menimbulkan kesulitan. Kebutuhan ini sebagai penyempurna dari 
dua tingkatan kebutuhan sebelumnya, ia bersifat pelengkap dalam 
kehidupan mukallaf, yang dititik beratkan pada msalah etika dan 
estetika dalam kehidupan.
51
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E. Kesejahteraan Masyarakat Secara Umum 
1. Pengertian dan Dasar Hukum Kesejahteraan Masyarakat 
Kesejahteraan masyarakat adalah terbebasnya seseorang dari 
jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia 
memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah 
maupun batiniah.
52
 Kesejahteraan masyarakat adalah kesejahteraan 
semua orangan secara keseluruhan anggota masyarakat. kesejahteraan 
masyarakat merupakan suatu kondisi yang memperlihatkan tentang 
keadaan  kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar 
kehidupan  masyarakat.
53
 
Dalam UU No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan Sosial 
dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya 
kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup 
layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan 
fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan kesejahteraan Sosial 
adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan 
Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk 
pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara 
yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, 
dan perlindungan sosial. 
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Di antara tujuan diselenggarakannya kesejahteraan sosial adalah 
sebagai berikut: 
a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan 
hidup. 
b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian. 
c. Ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani 
masalah kesejahteraan sosial. 
d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial 
dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara 
melembaga dan berkelanjutan. 
e. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam 
penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan 
berkelanjutan. 
f. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan 
sosial. 
Dilihat dari penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa 
kesejahteraan sosial adalah terpenuhnya kebutuhan dasar dan dapat 
menjalankan fungsi sosial berdasarkan standar kehidupan masyarakat. 
 
 
 
45 
 
 
 
2. Indikator kesejahteraan 
Ekonomi konvensional membuat indikator kesejahteraan 
berdasarkan beberapa sudut pandang yang berbeda, diantaranya 
yaitu.
54
 
a. Adam Smith, Menyatakan bahwa kesejahteraan rakyat akan 
tercapai bila dipenuhi empat prinsip ekonomi dasar, yaitu: 
a) Prinsip keseimbangan produksi dan konsumsi 
b) Prinsip manajemen tenaga kerja 
c) Prinsip manajemen modal 
d) Prinsip kedaulatan ada di tangan rakyat. 
b. Menurut Miles terdapat Empat indikator digunakan untuk 
mengetahui kesejahteraan suatu keluarga, yaitu: 
a) Rasa aman 
b) Kebebasan 
c) Kesejahteraan 
d) Jati diri 
Menurut BKKBN terdapat lima indikator kesejahteraan yang harus 
dipenuhi agar suatu keluarga dikatagorikan keluarga sejahtera. Dari 
beberapa indikator kesejahteraan di atas dapat disimpulkan bahwa 
indikator kesejahteraan meliputi:
55
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a. Pendapatan yaitu merupakan penghasilan yang diperoleh 
masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga 
maupun pendapatan annggota-anggota rumah tangga. Penghasilan 
tersebut bisanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan, maupun 
pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat material. Indikator 
pendapatan digolongkan menjadi 3 item yaitu: 
a) Tinggi (Rp.>5.000.000) 
b) Sedang (Rp. 1.000.000-Rp.5.000.000) 
c) Rendah (< Rp.1.000.000) 
b. Konsumsi Pengeluaran yaitu pola konsumsi rumah tangga 
merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah 
tagga/keluarga. Selama ini berkembang penelitian bahwa besar 
kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap 
seluruh pengeluaran rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan 
proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan 
yang mengindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan rendah. 
Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, makin kecil 
proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran 
rumah tangga. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rumah 
tangga/keluarga akan semakin sejahtera bila persentase 
pengeluaran untuk makanan akan jauh lebih kecil dibandingkan 
47 
 
 
 
persentase pengeluaran untuk non makanan <80% dari 
pendapatan.
56
 
c. Pendidikan yaitu beberapa indikator output yang dapat 
menunjukkan kualitas pendidikan SDM antara lain: angka melek 
huruf (AMH), tingkat pendidikan, angka partisipasi sekolah (APS), 
angka partisipasi kasar (APK), dan angka partisipasi murni (APM), 
indikator input pendidikan salah satunya adalah fasilitas 
pendidikan. Menurut menteri pendidikan kategori pendidikan 
dalam kesejahteraan wajib belajar 9 tahun. 
d. Kesehatan yaitu kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia 
dan unsure kesejahteraan masyarakat. Drajat kesehatan masyarakat 
harus dipelihara dan ditingkatkan. Penduduk yang sehat akan lebih 
mudah dan nyaman dalam melakukan aktivitas sehari-sehari. 
Kesahatan masyarakat dapat menjadi investasi dan membentuk 
sumber daya manusia yang berdaya saing bagi pembangunan 
nasional. Pembangunan kesehat merupakan  salah satu upaya 
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan 
pelayanan kesehatan yang optimal. Tercapai tujuan pembangunan 
kesehatan perlu didukung oleh berbagai pihak, baik dari 
pemerintah maupun masyarakat itu sendri. Upaya yang dilakukan 
dengan terpadu dan berkelanjutan akan menjamin kehidupan yang 
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sehat bagi seluruh masyarakat. Sumber daya manusia yang sehat 
akan mendukung pembangunan nasional di segala aspek. 
e. Perumahan masyarakat yaitu badan kependudukan dan keluarga 
berencana nasional (BKKBN) mengkonsepkan perkembangan 
kesejahteraan masyarakat desa sebagai ukuran kesejahteraan 
keluarga atau taraf hidup masyarakat. Keluarga sejahtera 
merupakan keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan 
yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan 
material yang layak, bertaqwa kepada tuhan yang Maha Esa, 
memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar 
anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
57
 
BKKBN mengkonsepkan perkembangan kesejahteraan 
masyarakat desa sebagai ukuran kesejahteraan keluarga atau taraf 
hidup masyarakat, terdiri dari lima tingkat kesejahteraan, yaitu:
58
 
a) Tahap Keluarga Pra Sejahtera yaitu tahap keluarga pra 
sejahtera merupakan keluarga yang tidak memiliki salah satu 
dari 6 (enam) indikator keluarga sejahtera I atau indikator 
kebutuhan dasar keluarga. 
b) Tahapan Keluarga Sejahtera 1 tahap keluarga sejahtera 1 
adalah keluarga mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan 
keluarga sejahtera 1, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 
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(delapan) indikator keluarga sejahtera II atau indikator 
kebutuhan psikologi. 
c) Tahap Keluarga Sejahtera II yaitui tahap keluarga sejahtera II 
merupakan keuarga yang mampu memenuhi enam indikator  
tahapan keluarga I dan delapan  indikator keluarga sejahtera II, 
tetapi tidak memenuhi salah satu dari 5 indikator keluarga 
sejahtera III atau indikator  kebutuhan pengembangan. 
d) Tahap Keluarga sejahtera III yaitu tahapan keluarga sejahtera 
III adalah keluarga yang memenuhi 6 (enam) indikator tahapan 
keluarga I, dan 8 (delapan) indikator keluarga sejahtera II dan 5 
(lima) indikator keluarga sejahtera III, tetapi tidak memenuhi 
salah satu dari dua indikator keluarga sejahtera III plus atau 
indikator   aktualisasi diri. 
e) Tahap Keluarga sejahtera III plus yaitu tahap Keluarga 
sejahtera III plus merupakan keluarga yang mampu memenuhi 
keseluruhan dari 6 (enam) indikator keluarga sejahtera I, 
delapan indikator keluarga sejahtera II, 5 (lima) indikator 
keluarga sejahtera III, serta dua indikator tahapan keluarga 
sejahtera. 
3. Konsep kesejahteraan dalam Islam 
Kesejahteraan menurut Islam meliputi Kesejahteraan dari sisi 
materi dan juga non materi. Islam mengajarkan bahwa harta bukanlah 
satu-satunya indikator Kesejahteraan kerena pada dasarnya harta 
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hanyalah alat yang digunakan untuk tujuan beribadah kepada Allah 
SWT. Falah berasal dari bahasa Arab dari kata kerja aflaha-yufihu 
yang berarti kesuksesan, kemulian dan kemenangan, yaitu kemuliaan 
dan kemenangan dalam hidup. 
Pada umumnya Kesejahteraan sendiri dibagi dalam dua bentuk, 
yaitu kesejahteraan secara materi dan kesejahteraan secara non materi. 
Kesejahteraan materi meliputi berapa jumlah harta yang kita miliki, 
beberapa pendapatan yang kita dapatkan, dan apa saja yang sifatnya 
bisa dimaterialkan. Sementara kesejahteraan non materi adalah 
kesejahteraan yang kita miliki dimana kesejahteraan tersebut tidak 
berbentuk barang atau sejenisnya, misalnya adalah kesehatan yang kita 
rasakan, memiliki anak yang sholeh dan solehah, dan lain 
sebagainya.
59
 Kesejahteraan menurut Islam meliputi kesejahteraan dari 
sisi materi dan juga non materi. Islam mengajarkan bahwasanya harta 
bukanlah satu-satunya indikator untuk tujuan beribadah kepada Allah 
SWT. 
4. Kesejahteraan Menurut Al-Qur’an 
Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Agama Islam dalam 
bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil 
alamin yang diajarkan oleh agama Islam. Namun kesejahteraan yang 
dimaksudkan oleh agama Islam bukanlah tanpa syarat untuk 
mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah SWT jika 
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manusia melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi 
larangannya.
60
 
Ayat-ayat Al-qur’an yang memberikan penjelasan tentang 
kesejahteraan ada yang secara langsung (tersirat) dan ada yang secara 
tidak langsung (tersurat) berkaitan dengan permasalahan ekonomi, 
namun demikian, penjelasan dengan menggunakan dua cara ini 
menjadi satu pandangan tentang kesejahteraan. Allah berfirman dalam 
(Qs. Al-Nahl: 97). 
                       
                     
Artiya: “barang siapa mengerjakan kebaikan baik laki-laki 
maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami 
berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan 
balasan degan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka 
kerjakan.”61 
Kesejahteraan merupakan jaminan atau janji dari Allah SWT yang 
diberikan kepada laki-laki ataupun perempuan yang beriman 
kepadanya. Allah SWT jugakan membalas berbagai amal perbuatan 
baik orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari 
amalnya. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bahagia, santai 
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dan puas dengan rezeki yang halal, termasuk didalamnya mencakup 
seluruh bentuk ketenangan apapun dan bagaimanapun bentuknya.
62
 
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat penulis simpulkan bahwa 
kesejahteraan dalam Ekonomi Islam adalah kesejahteraan secara 
menyeluruh, yaitu kesejahteraan secara material maupun secara 
spiritual. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak hanya 
diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, tetapi juga mencakup nilai 
moral, spiritual, dan juga nilai sosial. Sehingga kesejahteraan 
berdasarkan Islam mempunyai konsep yang lebih mendalam. 
Ekonomi islam adalah ekonomi yang memiliki empat nilai utama, 
yaitu Ilahiyyah, akhlak, kemanusiaan, dan petengahan, dimana nilai-
nilai ini menggambarkan kekhasan atau keunikan yang utama bagi 
ekonomi Islam. Nilai-nilai ekonomi Islam itu adalah:
63
 
a) Ekonomi Ilahiyyah karena awalnya dari Allah, tujuannya mencari 
ridha Allah dan cara caranya tidak bertentangan dengan syariat-
Nya. Kegiatan ekonomi baik produksi, konsumsi, penukaran, dan 
distribusi dikaitkan pada prinsip Ilahiyyah dan tujuan Ilahiyyah, 
sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Mulk (67) ayat 15 
                           
     
                                                                   
62
 Ibd. Agung Eka, h. 67.  
63
 Veithzal Rival dan Andi Buchari, Islamic Economic, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 
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Artinya : dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagimu. 
Maka berjalanlah desegala punjurunya dan makanlah sebagian 
rezeki-nya, dan hanya kepadanya lah kamu (kembali setelah) 
dibangkitkan.”64 
b) Ekonomi Akhlak Yaitu ekonomi Islam yang memadukan antara 
ilmu dan akhlak, karena akhlak adalah daging dan urat nadi 
kehidupan Islami. Seorang muslim baik secara pribadi maupun 
secara bersama-sama, tidak bebas mengerjakan apa yang 
diinginkannya atau apa yang menguntungkannya. Masyarakat 
muslim juga tidak bebas memproduksi berbagai macam barang, 
mendistribusikan, mengeluakan, dan mengonsumsinya tetapi 
terikat oleh undang-undang islam dan hukum syariatnya. 
c) Ekonomi Kemanusiaan merupakan ekonomi yang berwawasan 
kemanusiaan, mengingat tidak ada pertentangan antara aspek 
Ilahiyyah dengan aspek Kemanusiaan, karena menghargai 
kemanusiaan adalah bagian dari prinsip Ilahiyyah yang 
memuliakan manusia dan menjadikannya sebagai Khalifah dimuka 
bumi. 
d) Ekonomi Pertengahan merupakan ekonomi yang berlandaskan 
pada prinsip pertengahan dan keseimbangan yang adil. Islam 
menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, anatara individu dan 
masyarakat. Di dalam indivisu di seimbangkan antara jasmani dan 
rohani, antara akal dan hati, antara realita dan fakta. 
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e) Kesejahteraan Perorangan kesejahteraan perorangan adalah 
kesejahteraan yang menyangkut kejiwaan perorangan yang 
diakibatkan oleh pendapatan kemakmuran dan faktor-faktor 
ekonomi lainnya, kesejahteraan perorangan sinonim dengan 
tingkat terpenuhinya kebutuhan dari warga yang bersangkutan. 
f) Kesejahteraan Masyarakat kesejahteraan masyarakat adalah suatu 
kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan 
masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan 
masyarakat.
65
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ANALISIS KONTRIBUSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) 
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI 
MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 
(Studi Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Mandiri Bersatu Pekon 
Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus 
Provinsi Lampung) 
Oleh 
DESMA SUSILAWATI 
1551010162 
JURUSAN EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 
ISLAM 
UIN RADEN INTAN LAMPUNG 
A. Pemerintahan Desa dan Pengurus BUMDES 
 
Nama  : 
Alamat  : 
Jabata : 
Hari, Tanggal : 
Lokasi Wawancara : 
1. Menurut Bapak/Ibu apa saja kekayaan asli desa yang dapat dikelolah 
oleh BUM-Pekon Mandiri Bersatu? 
2. Bagaimana proses awal pendirian BUM-Pekon? 
3. Apakah pengurus bersosialisasi kepada masyarakat mengenai BUM-
Pekon Mandiri Bersatu? 
 
 
4. Apakah sebelum dan sesudah adanya BUM-Pekon Mandiri Bersatu 
membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatan? 
5. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya BUM-Pekon? 
6. Apa rencana pengelola BUM-Pekon Mandiri Bersatu untuk 
memajukan unit-unit usaha yang ada di BUM-Pekon Mandiri Bersatu? 
7. Adakah rencana membuka unit usaha baru sehingga dapat lebih 
membantu masyarakat Pekon Gisting Bawah? 
8. Apakah adanya BUM-Pekon Mandiri Bersatu dapat mempengaruhi 
tingkat pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan di Pekon 
Gisting Bawah? 
9. Berapa modal awal BUM-Pekon Mandiri Bersatu? 
10. Dapat dari mana saja modal awal tersebut dan berapa persentase 
kontribusinya untuk pemerintah pekon Gisting Bawah? 
11. Bagaimana pembagian hasil masing-masing dari unit usaha tersebut? 
12. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pengaruhnya terutama terhadap 
perekonomian serta kesejahteraan masyarakat setelah adanya unit-unit 
usaha yang berada di naungan BUM-Pekon Mandiri Bersatu? 
13. Adakah kendala dalam mengelola atau menjalankan unit-unit usaha 
yang ada di BUM-Pekon Mandiri Bersatu? 
14. Adakah kegiatan usaha BUM-Pekon Mandiri Bersatu dalam 
pengembangan ekonomi masyarakat pekon? 
15. Jasa pelayanan seperti apa yang di berikan oleh BUM-Pekon Mandiri 
Bersatu kepada masyarakat? 
 
 
B. Masyarakat Pekon 
1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu tinggal di pekon Gisting Bawah? 
2. Apa pekerjaan Bapak/Ibu? 
3. Apakah anda mengetahui adanya BUMDES? 
4. Apakah anda merupakan salah satu anggota dari kegiatan unit usaha 
yang dikelola BUM-Pekon Mandiri Bersatu? 
5. Bagaimana perbedaan yang dirasakan sebelum dan sesudah adanya 
BUM-Pekon Mandiri Bersatu? 
6. Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti kegiatan penyuluhan maupun 
seminar yang dilaksanakan oleh BUM-Pekon Mandiri Bersatu? 
7. Berapa pendapatan Bapak/Ibu setiap bulan? 
8. Apaka pendapatan Bapak/Ibu cukup untuk biaya konsumsi yang 
dikeluarkan? 
9. Bapak/Ibu mempunyai anak berapa? Dan apakah anak ibu/Bapak 
bersekolah semua? 
10. apakah rumah yang di tempati Bapak/Ibu merupakan milik sendiri atau 
menyewa dari orang lain? 
 
 
 
 
 
 
 
DOKUMENTASI 
 
Kantor BUM-Pekon Mandiri Bersatu di Pekon Gisting Bawah  
Kecamatan Gisting Kabupateng Tanggamus. 
                                          
Dokumentasi Bersama Pengurus Unit Usaha Bank Sampah, Milik 
BUM-Pekon Mandiri Bersatu di Pekon Gisting Bawah, Kecamatan 
Gisti.
 
 
Dokumentasi bersama pengurus unit usaha ternak kambung 
milik BUM-Pekon Mandiri Bersatu di Pekon Gisting Bawah. 
Kecamatan Gisting, Kabupateng Tanggamu
   
Dokumentasi bersama pengurus unit usaha PAM Pekon dan 
unit usaha Pariwisata milik BUM-Pekon Mandiri Bersatu di Pekon 
Gisting Bawah kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.
 
 
 
Dokumentasi bersama masyarakat Pekon Gisting Bawah, 
Kecamatan Gisting, Kabupateng Tanggamus. 
  
 
 
Daftar Nama Informan Masyarakat Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting 
Kabupaten Tanggamus 
 
No Nama Responden Karekteristik Responden 
1 Sapari Kepala Pekon 
2 R. Agung prastowo Sekertaris Pekon 
3 Lilis Setiawati Ketua BUMDES 
4 Noni Nur Fitrima Sekertaris 
5 Septiana Bendahara  
6 Andi Juanda  Unit PAM Pekon 
7 Supriyadi Unit Bank Sampah 
8 Andreas Haryadi Unit Pariwisata 
9 Supriati Unit Cathering 
10 Luikas Dwiputranto Unit Penyewaan GSG 
11 Suyanto Unit Ternak Kambing 
13 Sudono Masyarakat 
14 Susanto Masyarakat  
15 Supriyadi  Masyarakat 
16 Santi  Masyarakat 
17 Dodi  Masyarakat 
18 Lukman  Masyarakat 
19 Suryadi  Masyarakat 
20 Yanto  Masyarakat 
21 Mardiana  Masyarakat 
22 Wartini  Masyarakat 
23 Juki  Masyarakat 
24 Dedi  Masyarakat 
25 Martini  Masyarakat 
26 Lia  Masyarakat 
27 Dodi  Masyarakat 
28 Wati Masyarakat 
29 Dian Masyarakat 
30 Fitri yani Masyarakat 
31 Amrul  Masyarakat 
32 Setiono  Masyarakat 
